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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara indeks integritas dan
tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada 541
pemerintah daerah di Indonesia. Dengan menggunakan data dari Survei Penilaian
Integritas (SPI) 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Semester 11
2023, penelitian ini menganalisis bagaimana penilaian internal, penilaian eksternal,
evaluasi eksper, dan prevalensi korupsi memengaruhi akuntabilitas organisasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa indeks penilaian internal ( = 0,465, p <0,001) dan indeks
evaluasi eksper (f =0,226, p <0,001) secara signifikan memengaruhi tingkat penyelesaian
tindak lanjut, sementara prevalensi korupsi memberikan dampak negatif (B =-0,150, p <
0,001). Secara khusus, indeks penilaian eksternal tidak menunjukkan pengaruh yang
signifikan ( =-0,007, p = 0,844). Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa budaya
organisasi dan pengawasan oleh eksper berperan penting dalam meningkatkan
pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan, sedangkan korupsi menghambat mekanisme
akuntabilitas. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana
ukuran integritas memengaruhi hasil tata kelola dan menawarkan implikasi praktis untuk

memperkuat akuntabilitas di pemerintah daerah.

Kata Kunci: Indeks integritas, rekomendasi hasil pemeriksaan, pemerintah daerah,
prevalensi korupsi, akuntabilitas organisasi, penilaian internal, evaluasi

eksper, tata kelola, Indonesia



ABSTRACT

This study examines the relationship between integrity indices and follow-up
completion rates on audit recommendations across 541 local governments in Indonesia.
Using data from the 2023 Integrity Assessment Survey (SPI) and BPK's Summary of
Semester Audit Reports (IHPS) 2023 Semester II, the research analyzes how internal
assessments, external assessments, expert evaluations, and corruption prevalence
influence organizational accountability. The findings reveal that internal assessment
index (f = 0.465, p < 0.001) and expert evaluation index (f = 0.226, p < 0.001)
significantly predict follow-up completion rates, while corruption prevalence shows a
negative impact (f = -0.150, p < 0.001). Notably, the external assessment index
demonstrates no significant influence (f = -0.007, p = 0.844). The study provides
empirical evidence that organizational culture and expert oversight play crucial roles in
improving audit recommendation implementation, while corruption hinders
accountability mechanisms. These findings contribute to understanding how integrity
measures influence governance outcomes and offer practical implications for

strengthening accountability in local governments.

Keywords: Integrity indices, audit recommendations, local government, corruption
prevalence, organizational accountability, internal assessment, expert

evaluation, governance, Indonesia
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
1.1.1 Tantangan Korupsi dan Peran Integritas dalam Tata Kelola

Korupsi tetap menjadi isu global yang signifikan, yang memberikan dampak serius
terhadap tata kelola, pembangunan ekonomi, dan kepercayaan publik. Korupsi
mengganggu alokasi sumber daya, menurunkan kualitas layanan publik, dan
meningkatkan biaya transaksi, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kepercayaan
terhadap institusi pemerintah (Alfada, 2019). Di Indonesia, korupsi terlihat dengan jelas
di pemerintah daerah dengan karakteristik praktik seperti suap, nepotisme, dan
penyalahgunaan wewenang. Praktik-praktik ini menghambat penyediaan layanan publik

dan memperburuk efisiensi tata kelola (Utami, 2022).

Untuk melawan korupsi, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai
strategi, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan peluncuran
inisiatif antikorupsi. Salah satu yang merupakan upaya penting adalah Survei Penilaian
Integritas (SPI), yang bertujuan untuk menilai dan meningkatkan integritas institusional
di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. SPI menggunakan pendekatan
multidimensi untuk mengevaluasi risiko korupsi dengan mengintegrasikan penilaian
internal (perspektif dari pegawai), umpan balik eksternal (dari pengguna layanan), dan
evaluasi eksper. Survei ini juga mencakup pengukuran seperti prevalensi korupsi untuk

memberikan pandangan holistik tentang tantangan integritas (Wati, 2024).

Meski berbagai cara telah dilakukan, korupsi masih mengakar kuat. Hasil SPI
2023 menunjukkan bahwa Indeks Integritas Nasional Indonesia berada di angka 70,97
dari 100, yang mengkategorikan negara ini sebagai "rentan" terhadap risiko korupsi. Skor
ini mencerminkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, melihat tantangan yang
berkelanjutan dalam mengatasi masalah sistematis seperti nepotisme dalam manajemen
sumber daya manusia, ketidakefisienan dalam proses pengadaan, dan penyalahgunaan

pendanaan masyarakat (Cahyani, 2023). Survei ini menekankan pentingnya kerangka



etika yang lebih kuat, meningkatkan mekanisme transparansi, dan aksi tindak lanjut yang

efektif terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan (Ishak et al., 2020).

Dalam hal ini, penting untuk memahami hubungan antara indeks integritas dan
tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Pemerintah daerah
memegang peranan penting dalam melaksanakan langkah-langkah antikorupsi dan
memastikan akuntabilitas. Penelitian ini menganalisis bagaimana penilaian internal,
umpan balik eksternal, evaluasi eksper, dan prevalensi korupsi memengaruhi aksi tindak
lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan guna meningkatkan tata

kelola dan mengurangi risiko korupsi di tingkat daerah (Aswar et al., 2020).

1.1.2 Dampak Indeks Integritas yang tidak jelas terhadap Penyelesaian Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

Meskipun berbagai cara antikorupsi telah diterapkan secara global, termasuk di
Indonesia, efektivitas upaya ini dalam mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan
tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan masih belum jelas. Korupsi terus
merusak struktur tata kelola, terutama di tingkat pemerintah daerah, di mana praktik
seperti suap, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang masih sering terjadi. Masalah-
masalah ini tidak hanya menghambat penyediaan layanan publik tetapi juga merusak

kepercayaan publik dan akuntabilitas (Khairudin et al., 2023).

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan media seperti Survei Penilaian
Integritas (SPI) untuk mengevaluasi risiko korupsi dan integritas institusional. SPI
menggunakan pendekatan multidimensi yang mencakup penilaian internal (umpan balik
dari pegawai), evaluasi eksternal (pengguna layanan), pendapat eksper, dan pengukuran
terkait prevalensi korupsi. Namun, hubungan antara indeks integritas ini—skor penilaian
internal, umpan balik eksternal, evaluasi eksper, dan prevalensi korupsi—dengan
persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan masih belum

banyak dilakukan penelitian (Khairi, 2018).

Kesenjangan pemahaman ini penting, karena tindak lanjut atas rekomendasi hasil
pemeriksaan merupakan indikator utama akuntabilitas dan transparansi organisasi.

Meskipun SPI memberikan pengetahuan berharga tentang risiko korupsi, kemampuannya



untuk memprediksi atau memengaruhi hasil nyata, seperti tingkat penyelesaian tindak
lanjut belum sepenuhnya diuji. Selain itu, hasil SPI 2023 menunjukkan penurunan Indeks
Integritas Nasional Indonesia menjadi 70,97, yang mengkategorikan Indonesia "rentan"
terhadap risiko korupsi. Penurunan ini memperlihatkan kebutuhan darurat akan strategi

berdasarkan bukti untuk memperkuat mekanisme tata kelola (Yanto & Adrison, 2020).

Memahami bagaimana indeks integritas memengaruhi tindak lanjut sangat penting
untuk merancang kebijakan antikorupsi yang efektif. Pemahaman ini memberikan dasar
bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan area yang memerlukan perbaikan dan
mengalokasikan sumber daya secara efisien. Selain itu, hubungan ini dapat memperkaya
kerangka tata kelola yang lebih luas dengan mengidentifikasi dimensi integritas—seperti
perilaku pegawai, persepsi publik, atau evaluasi eksper—yang memiliki dampak paling

signifikan terhadap akuntabilitas organisasi (Srirejeki & Putri, 2022).

1.1.3 Menganalisis Dampak Indeks Integritas terhadap Penyelesaian Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara indeks integritas
dan persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan di
pemerintah daerah. Secara khusus, penelitian ini menganalisis pengaruh empat dimensi
utama integritas: indeks penilaian internal, indeks penilaian eksternal, indeks evaluasi
eksper, dan prevalensi korupsi terhadap efektivitas aksi tindak lanjut. Dengan mengkaji
variabel-variabel ini, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif

tentang bagaimana integritas institusional memengaruhi akuntabilitas organisasi.

Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dimensi integritas mana yang
paling signifikan memengaruhi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.
Pemahaman tentang faktor-faktor penting ini akan membantu pemerintah daerah
memprioritaskan area tertentu untuk perbaikan dan mengalokasikan sumber daya secara
lebih efektif. Sebagai contoh, penilaian internal dapat mengungkapkan kesenjangan dalam
kepatuhan atau perilaku etis pegawai, sementara umpan balik eksternal dapat
menunjukkan persepsi publik tentang keadilan dan transparansi dalam penyediaan
layanan. Evaluasi eksper dan pengukuran prevalensi korupsi dapat memberikan wawasan

tambahan mengenai risiko sistemik dan kerentanan.



Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mendukung penyusunan kebijakan
yang berdasarkan bukti dengan menawarkan pengetahuan empiris tentang peran integritas
dalam meningkatkan tata kelola. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pada
strategi untuk memperkuat kerangka institusional, meningkatkan mekanisme
akuntabilitas, dan mengurangi risiko korupsi di tingkat pemerintah daerah. Dengan
demikian, penelitian ini mendukung upaya yang lebih luas untuk mendorong transparansi,

kepercayaan, dan pembangunan berkelanjutan dalam administrasi publik.
1.1.4 Memperkuat Strategi Anti-Korupsi melalui Analisis Pengukuran Integritas

Penelitian ini memiliki nilai penting dalam memperdalam pemahaman tentang
hubungan antara indeks integritas dan akuntabilitas organisasi, khususnya di pemerintah
daerah. Dengan memberikan bukti empiris, penelitian ini menawarkan dasar yang kuat
bagi penyusun kebijakan untuk merancang dan memperbaiki strategi anti-korupsi. Hasil
penelitian ini akan membantu mengidentifikasi dimensi integritas kunci seperti penilaian
internal, umpan balik eksternal, evaluasi eksper, dan prevalensi korupsi mana yang paling
efektif dalam memengaruhi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pendekatan
berdasarkan bukti ini memastikan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berdampak

(Melnyk et al., 2021).

Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana
pengukuran integritas berhubungan dengan kinerja organisasi. Dengan menganalisis
peran indeks-indeks ini dalam mendorong akuntabilitas, penelitian ini menjelaskan
melalui mekanisme mana integritas dapat mendorong transparansi, kepercayaan, dan
efisiensi dalam institusi publik. Sebagai contoh, penilaian internal dapat mengungkapkan
kesenjangan dalam kepatuhan atau perilaku etis di antara pegawai, sementara umpan balik
eksternal dapat menunjukkan persepsi publik tentang keadilan dalam penyediaan layanan.
Wawasan ini sangat penting untuk memperkuat sistem tata kelola dan mengurangi risiko

korupsi (Prabowo, 2020).

Secara lebih luas, penelitian ini memberikan kontribusi pada pembahasan global
mengenai tata kelola yang efektif dan kerangka kerja anti-korupsi. Korupsi tetap menjadi
tantangan yang terjadi di seluruh dunia, temuan permasalahan dari Indonesia, sebuah

negara yang berpartisipasi aktif dalam melaksanakan langkah-langkah anti-korupsi yang



komprehensif seperti SPI diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga bagi negara

lain. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan multidimensi dalam menilai

integritas dan memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan

kerangka institusional (McVittie & Sambaraju, 2019).

1.2  Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini
adalah sebagai berikut.

1.  Apakah indeks penilaian internal, indeks penilaian eksternal, indeks evaluasi eksper,
prevalensi korupsi berpengaruh terhadap persentase penyelesaian tindak lanjut?

2. Apakah indeks penilaian internal berpengaruh positif terhadap persentase
penyelesaian tindak lanjut?

3.  Apakah indeks penilaian eksternal berpengaruh positif terhadap persentase
penyelesaian tindak lanjut?

4.  Apakah indeks evaluasi eksper berpengaruh terhadap persentase penyelesaian
tindak lanjut?

5. Apakah prevalensi korupsi berpengaruh negatif terhadap persentase penyelesaian
tindak lanjut?

6.  Apakah diantara indeks integritas yakni penilaian internal, umpan balik eksternal
atau evaluasi eksper berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.  Untuk mengetahui pengaruh indeks penilaian internal, indeks penilaian eksternal,
indeks evaluasi eksper, prevalensi korupsi berpengaruh terhadap persentase
penyelesaian tindak lanjut.

2. Untuk mengetahui pengaruh indeks penilaian internal terhadap persentase
penyelesaian tindak lanjut.

3. Untuk mengetahui pengaruh indeks penilaian eksternal terhadap persentase

penyelesaian tindak lanjut.



1.4

Untuk mengetahui pengaruh indeks evaluasi eksper terhadap persentase
penyelesaian tindak lanjut.

Untuk mengetahui pengaruh prevalensi korupsi terhadap persentase penyelesaian
tindak lanjut.

Untuk mengetahui diantara indeks integritas yakni penilaian internal, umpan balik
eksternal atau evaluasi eksper mana yang berpengaruh terhadap tingkat

penyelesaian tindak lanjut.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan, maka manfaat yang diharapkan

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Sebagai upaya untuk mencegah/memberantas dengan melakukan mitigasi risiko
korupsi dan mendorong partisipasi publik secara langsung dalam pencegahan

korupsi;

Sebagai bahan masukan kepada pemangku kepentingan terkait untuk memperbaiki

sistem yang diikuti dengan perbaikan integritas dan standar etika;

Sebagai salah satu pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut dan referensi untuk

bahan pengembangan penelitian selanjutnya khususnya di bidang auditing; dan

Sebagai bahan masukan yang bisa dipertimbangkan untuk mencegah kecurangan di
sektor publik, yang menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

nasional secara berkelanjutan.
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